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PENDAHULUAN 

 

 

1. Latar Belakang 

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan perlu peningkatan kualitas 

Pelayanan Publik kepada masyarakat berupa pelayanan secara cepat, mudah, 

terjangkau, nyaman, dan aman maka Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah 

menyelenggarakan Mal Pelayanan Publik yang telah diresmikan oleh Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tanggal 11 Juni 

2025. 

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Pasal 7 disebutkan bahwa DPMPTSP 

secara ex-officio adalah Penyelenggara MPP yang salah satu fungsinya adalah 

pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan MPP, karenanya hal inilah yang 

mendasari pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Tanah 

Laut. 

 

2. Tujuan dan Manfaat 

Tujuan kegiatan evaluasi adalah : 

a. Mengevaluasi kekurangan/kelemahan pelaksanaan layanan.  

b. Memperkuat koordinasi dan sinergi antar instansi. 

c. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tingkat kepuasan masyarakat 

atas layanan yang diberikan oleh unit penyelenggara pelayanan. 

Manfaat kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) adalah : 

a. DPMPTSP memperoleh masukan dari terkait kelemahan/kekurangan 

pelayanan MPP. 

b. Meningkatnya koordinasi dan sinergi antar instansi pengisi gerai layanan. 

c. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. 

 

3. Ruang Lingkup 

Evaluasi Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Tanah Laut 

diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Tanah Laut dalam bentuk tatap muka dengan melibatkan pihak terkait, 

khususnya instansi pengisi gerai layanan MPP Tanah Laut. 
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METODOLOGI PELAKSANAAN  

EVALUASI PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK TANAH LAUT   

 

 

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan  

Evaluasi Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Tanah Laut diselenggarakan 

di Aula MPP Tanah Laut pada hari Selasa, 18 November 2025 pada pukul 09.00 

WITA s.d. selesai. 

 

2. Penyelenggara dan Peserta Evaluasi Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik 

Tanah Laut 

Evaluasi Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Tanah Laut dipimpin oleh 

Asisten Perekonomian Pembangunan dan bertindak sebagai moderator yaitu 

Kepala DPMPTSP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Tanah Laut. Adapun pihak terkait yang dilibatkan dalam kegiatan ini 

yaitu : 

a. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan.  

b. Asisten Bidang Administrasi Umum.  

c. Kepala Unit Pelayanan pendapatan Daerah/ Samsat Pelaihari.  

d. Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari.  

e. Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tanah Laut.  

f. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut.  

g. Ketua Pengadilan Agama Pelaihari.  

h. Kepala Kejaksaan Tanah Laut.  

i. Kepala Kepolisian Resort Tanah Laut.  

j. Kepala Kantor Pelayanan dan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Pelaihari.  

k. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut.  

l. Kepala Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Laut.  

m. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kabupaten Tanah Laut.  

n. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kabupaten Tanah Laut.  

o. Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Tanah Laut.  

p. Pimpinan Bank Kalsel Kantor Cabang Pelaihari.  

q. Direktur PT Air Minum Berkah Banua.  

r. Ketua Koperasi Pegawai Negeri Tuntung Pandang.  
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s. Direktur Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Tanah Laut.  

t. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut.  

u. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut.  

v. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut.  

w. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (DPUPRP) 

Kabupaten Tanah Laut.  

x. Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut.  

y. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut.  

z. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Tanah Laut.  

aa. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Tanah 

Laut 

 

3. Metode Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Tanah 

Laut 

Evaluasi Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Tanah Laut  diselenggarakan 

dengan metode tatap muka.  

 

4. Susunan Acara Evaluasi Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Tanah Laut 

Susunan acara Evaluasi Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Tanah Laut 

terdiri dari : 

a. Pembukaan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan. 

b. Paparan mengenai Evaluasi Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Tanah 

Laut oleh Kepala DPMPTSP Kabupaten Tanah Laut; 

c. Masukan kritik/saran dari peserta terhadap Evaluasi Penyelenggaraan Mal 

Pelayanan Publik Tanah Laut. 
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HASIL PELAKSANAAN 

EVALUASI PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK TANAH LAUT 

 

 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan masukan dari peserta Evaluasi Penyelenggaraan Mal Pelayanan 

Publik Tanah Laut, maka beberapa identifikasi masalah yang berhasil terjaring 

yaitu: 

1. Tempat pelayanan perpanjangan SIM belum representatif. 

2. Parkir pengunjung MPP belum memadai. 

3. Masih terdapat calo pelayanan pada gerai BPJS Kesehatan. 

4. Jaringan internet kurang stabil yang mempengaruhi upload dokumen 

pelayanan. 

5. Gerai layanan Pengadilan Negeri terdapat rembesan air hujan yang berisiko 

merusak peralatan elektronik yang ada di gerai. 

6. Belum optimalnya sosialisasi gerai layanan Kejaksaan Negeri Tanah Laut. 

7. Pelayanan Kesehatan pada gerai Dinas Kesehatan masih terkendala 

kurangnya jumlah tenaga SDM untuk pemberian pelayanan. 

8. Pelayanan gerai DPUPRP tidak maksimal dengan jumlah kehadiran 14% saja 

terhitung dari bulan Juni s.d. Oktober 2025 sehingga mempengaruhi 

pelayanan. 

9. Pernikahan yang digelar di MPP masih dipungut biaya karena dianggap 

pernikahan di luar KUA. 

10. Gerai KUA belum memiliki ruangan khusus untuk penasihatan perkawinan. 

11. Belum adanya insentif tambahan untuk petugas pelayanan sebagai bentuk 

penghargaan dalam memberikan pelayanan. 

 

2. Analisis 

A. Tempat pelayanan perpanjangan SIM belum representatif. 

Pelayanan perpanjangan SIM dilakukan di bus yang terparkir di halaman depan 

MPP sehingga menyebabkan kurangnya kenyamanan dalam pemberian 

pelayanan dalam hal : 

- Ruang tunggu yang tidak memadai. 

- Rawannya keamanan peralatan perpanjangan SIM yang ada dalam bus. 
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B. Parkir pengunjung MPP belum memadai. 

Parkir pengunjung MPP belum selesai dikerjakan oleh DPUPRP sehingga 

mengakibatkan pengunjung kesulitan menempatkan kendaraan mereka 

disekitar halaman MPP, khususnya untuk parkir kendaraan roda empat. 

 

C. Masih terdapat calo pelayanan pada gerai BPJS Kesehatan. 

Masih ditemukannya calo Pengguna layanan BPJS Kesehatan sehingga 

mengakibatkan permasalahan di Rumah Sakit ketika sidik jari yang digunakan 

adalah sidik jari calo dan bukannya sidik jari pemohon layanan. 

 

D. Jaringan internet kurang stabil yang mempengaruhi upload dokumen 

pelayanan. 

Jaringan internet kurang stabil sangat berpengaruh ketika petugas frontliner 

upload berkas pelayanan. 

 

E. Gerai layanan Pengadilan Negeri terdapat rembesan air hujan yang 

berisiko merusak peralatan elektronik yang ada di gerai. 

Rembesan air hujan di gerai layanan Pengadilan Negeri sangat berisiko 

merusak peralatan elektronik yang ada, selain itu juga dapat menggangu 

jalannya pemberian pelayanan kepada pengguna layanan  disebabkan adanya 

genangan air di sekitar gerai. 

 

F. Masih belum optimalnya sosialisasi gerai layanan Kejaksaan Negeri 

Tanah Laut. 

Pengunjung gerai Kejaksaan Negeri masih 0% s.d. Oktober 2025 hal ini karena 

sosialisasi pelayanan belum optimal dilakukan. 

 

G. Pelayanan Kesehatan pada gerai Dinas Kesehatan masih terkendala 

kurangnya jumlah tenaga SDM untuk pemberian pelayanan. 

Pelayanan Kesehatan pada gerai Dinas Kesehatan tidak bisa maksimal 

dilaksanakan dikarenakan jumlah petugas masih kurang selain itu juga masih 

adanya pekerjaan utama yang harus dikerjakan pada instansi induk. 
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H. Pelayanan gerai DPUPRP tidak maksimal dengan jumlah kehadiran 14% 

saja terhitung dari bulan Juni s.d. Oktober 2025 sehingga mempengaruhi 

pelayanan. 

Petugas pelayanan gerai DPUPRP hanya 14% saja kehadirannya s.d. Oktober 

2025. Hal ini tentu saja mempengaruhi pemberian pelayanan PBG dan Tata 

Ruang kepada pengguna layanan yang datang ke MPP. 

 

I. Pernikahan yang digelar di MPP masih dipungut biaya karena dianggap 

pernikahan di luar KUA. 

Adanya pungutan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk pernikahan 

di MPP dianggap memberatkan bagi pengguna layanan KUA yang hendak 

melangsungkan pernikahan di MPP. 

 

J. Gerai KUA belum memiliki ruangan khusus untuk penasihatan 

perkawinan. 

Gerai KUA belum memiliki ruangan representatif (dalam hal ini ruangan 

tertutup) untuk penasihatan perkawinan. 

 

K. Belum adanya insentif tambahan untuk petugas pelayanan sebagai 

bentuk penghargaan dalam memberikan pelayanan. 

Petugas pelayanan yang bertugas di gerai layanan belum diberikan insentif 

tambahan sebagai bentuk penghargaan karena telah memberikan layanan di 

luar instansi induk. 

 

3. Rencana Aksi 

A. Tempat pelayanan perpanjangan SIM belum representatif. 

Pelayanan perpanjangan SIM akan ditempatkan di sebelah kiri gedung MPP 

dan saat ini masih dalam tahap proses pengerjaan dari DPUPRP. 

 

B. Parkir pengunjung MPP belum memadai. 

Parkir pengunjung MPP masih dalam tahap proses pengerjaan dari DPUPRP 

dan kedepannya akan diperluas lagi dengan merehab halaman depan MPP 

untuk difungsikan sebagai lahan parkir pengunjung MPP yang akan dikerjakan 

oleh DPUPRP. 
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C. Masih terdapat calo pelayanan pada gerai BPJS Kesehatan. 

Masih adanya calo pelayanan pada gerai BPJS Kesehatan dapat diantisipasi 

dengan melakukan hal-hal sebagai berikut: 

- Melakukan sosialisasi kepada pengguna layanan melalui media offline 

(brosur/pamflet/dll). 

- Menjaring pengguna layanan sebelum proses layanan dengan 

menanyakan terlebih dahulu identitas pengguna layanan. 

 

D. Jaringan internet kurang stabil yang mempengaruhi upload dokumen 

pelayanan. 

Jaringan internet kurang stabil sangat berpengaruh ketika petugas frontliner 

upload berkas pelayanan. hal ini terjadi karena adanya gangguan dari server 

Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian sehingga perlu adanya 

penambahan bandwidth yang lebih besar. 

 

E. Gerai layanan Pengadilan Negeri terdapat rembesan air hujan yang 

berisiko merusak peralatan elektronik yang ada di gerai. 

Rembesan air hujan di gerai layanan Pengadilan Negeri perlu segera 

ditindaklanjuti dengan perbaikan pada titik-titik rembesan air. 

 

F. Masih belum optimalnya sosialisasi gerai layanan Kejaksaan Negeri 

Tanah Laut. 

Sosialisasi gerai layanan Kejaksaan Negeri Tanah Laut belum optimal salah 

satunya dikarenakan Nota Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah 

Kabupaten Tanah Laut dan Kejaksaan Negeri Tanah Laut masih dalam tahap 

proses penyusunan. Oleh karena itu, kedepannya akan dilakukan sosialisasi 

seoptimal mungkin terkait pelayanan Kejaksaan Negeri Tanah Laut yang ada 

di MPP baik melalui media offline maupun media online MPP dan Kejaksaan 

Negeri Tanah Laut sendiri. 

 

G. Pelayanan Kesehatan pada gerai Dinas Kesehatan masih terkendala 

kurangnya jumlah tenaga SDM untuk pemberian pelayanan. 

Pelayanan Kesehatan pada gerai Dinas Kesehatan kedepannya akan dialihkan 

menjadi pelayanan administratif saja (pelayanan perizinan kesehatan) 
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dikarenakan untuk pelayanan kesehatan terkendala dengan tenaga kesehatan 

yang jumlahnya kurang sehingga masih “double” pekerjaan antara pelayanan 

instansi induk dan pelayanan di gerai MPP. 

 

H. Pelayanan gerai DPUPRP tidak maksimal dengan jumlah kehadiran 14% 

saja terhitung dari bulan Juni s.d. Oktober 2025 sehingga mempengaruhi 

pelayanan. 

Petugas gerai layanan DPUPRP hanya 14% saja jumlah kehadirannya s.d. 

Oktober 2025 dikarenakan petugas banyak melakukan pekerjaan lapangan 

sehingga tidak dapat melakukan pelayanan pada gerai MPP. Oleh karena itu, 

perlu adanya penjadwalan petugas dari DPUPRP agar pelayanan di gerai MPP 

dapat berjalan dengan optimal. Kedepannya pelayanan gerai DPUPRP akan 

difokuskan pada pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Tata 

Ruang.  

 

I. Pernikahan yang digelar di MPP masih dipungut biaya karena dianggap 

pernikahan di luar KUA. 

Pernikahan yang dilangsungkan di MPP dipungut biaya (PNBP) karena 

dianggap pernikahan di luar KUA. Oleh karena itu, perlu adanya solusi dari 

pihak Kementerian Agama untuk menyikapi hal ini karena gerai KUA yang ada 

di MPP didasari dengan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan 

Kementerian Agama (termasuk beberapa Kementerian lainnya) tentang Kerja 

Sama Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Mal Pelayanan Publik dengan 

Nomor 119/M.KS.00/2022 dan Nomor 8 Tahun 2022 yang seharusnya bisa 

memfasilitasi pernikahan yang diselenggarakan di MPP agar tidak dipungut 

biaya. 

 

J. Gerai KUA belum memiliki ruangan khusus untuk penasihatan 

perkawinan. 

Ruangan untuk penasihatan perkawinan yang diperlukan oleh gerai KUA dapat 

menggunakan ruangan di belakang gerai dengan menempatkan meja dan kursi 

sebagai pendukung layanan penasihatan perkawinan, dan kedepannya akan 
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diupayakan agar ruangan tersebut dapat lebih representatif lagi dengan 

menyediakan ruangan tertutup. 

 

K. Belum adanya insentif tambahan untuk petugas pelayanan sebagai 

bentuk penghargaan dalam memberikan pelayanan. 

Insentif tambahan sebagai bentuk penghargaan kepada petugas layanan dapat 

dilakukan dengan cara sebagai berikut : 

- Mengusulkan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk 

menyediakan anggaran makanan/minuman bagi petugas gerai layanan. 

- Mengusulkan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk 

menyediakan anggaran pakaian seragam bagi petugas gerai layanan. 

- Mengusulkan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk 

memberikan insentif tambahan kepada petugas gerai layanan. 
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PENUTUP 

 

Berdasarkan hasil pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan Mal Pelayanan 

Publik Tanah Laut, maka identifikasi masalah yang harus segera dilakukan rencana  

aksinya yaitu: 

1. Tempat pelayanan perpanjangan SIM belum representatif. 

2. Parkir pengunjung MPP belum memadai. 

3. Masih terdapat calo pelayanan pada gerai BPJS Kesehatan. 

4. Jaringan internet kurang stabil. 

5. Rembesan air hujan pada gerai Pengadilan Negeri. 

6. Sosialisasi pelayanan gerai Kejaksaan Negeri Tanah Laut belum optimal. 

7. Pelayanan kesehatan pada gerai Dinas kesehatan terkendala dengan 

terbatasnya jumlah petugas. 

8. Ketidakhadiran petugas layanan DPUPRP paling tinggi (85%). 

9. Pernikahan di MPP masih dipungut biaya (PNBP). 

10. Belum adanya ruangan untuk penasihatan perkawinan. 

11. Belum adanya insentif tambahan untuk petugas pelayanan. 

 

Keseluruhan identifikasi masalah tersebut merupakan saran/masukan dari 

peserta yang menghadiri pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan Mal Pelayanan 

Publik Tanah Laut dan dituangkan ke dalam Notulen Rapat (terlampir). Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut selaku 

penyelenggara pelayanan publik berkomitmen untuk segera menindaklanjuti 

saran/masukan tersebut sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. 
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LAMPIRAN I 

SURAT UNDANGAN 
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LAMPIRAN II 

TINDAK LANJUT SARAN/MASUKAN  

 
Berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik yang 

dilaksanakan pada hari Selasa, 18 November 2025, maka beberapa hal yang menjadi 

permasalahan yaitu: 

No. Identifikasi Masalah Usulan Rekomendasi Perbaikan 
Jangka Waktu 
Penyelesaian 

1. 
 

Tempat pelayanan perpanjangan 
SIM belum representatif. 

Pelayanan perpanjangan SIM akan 
ditempatkan di sebelah kiri gedung 
MPP dan saat ini masih dalam tahap 
proses pengerjaan dari DPUPRP 

1-2 bulan 

 

 

2. 
 

Parkir pengunjung MPP belum 
memadai 
 

Parkir pengunjung MPP masih dalam 
tahap proses pengerjaan dari DPUPRP 
dan kedepannya akan diperluas lagi 
dengan merehab halaman depan MPP 
untuk difungsikan sebagai lahan parkir 
pengunjung MPP yang akan dikerjakan 
oleh DPUPRP 

6-10 bulan 

 

 

 

3. Masih terdapat calo pelayanan 
pada gerai BPJS Kesehatan 

- Melakukan sosialisasi kepada 
pengguna layanan melalui media 
offline (brosur/pamflet/dll). 

- Menjaring pengguna layanan sebelum 
proses layanan dengan menanyakan 
terlebih dahulu identitas pengguna 
layanan. 
 

1 bulan 

4. Jaringan internet kurang stabil yang 
mempengaruhi upload dokumen 
pelayanan 

Penambahan bandwidth yang lebih 
besar 

6 bulan 

5. Gerai layanan Pengadilan Negeri 
terdapat rembesan air hujan yang 
berisiko merusak peralatan 
elektronik yang ada di gerai 

Perbaikan pada titik-titik rembesan air 1 minggu 

6. Belum optimalnya sosialisasi gerai 
layanan Kejaksaan Negeri Tanah 
Laut 

Sosialisasi seoptimal mungkin terkait 
pelayanan Kejaksaan Negeri Tanah 
Laut yang ada di MPP baik melalui 
media offline maupun media online 
MPP dan Kejaksaan Negeri Tanah Laut 
sendiri 

1-2 bulan 

7. Pelayanan Kesehatan pada gerai 
Dinas Kesehatan masih terkendala 
kurangnya jumlah tenaga SDM 
untuk pemberian pelayanan 

Pelayanan Kesehatan pada gerai 
Dinas Kesehatan kedepannya akan 
dialihkan menjadi pelayanan 
administratif saja (pelayanan perizinan 
kesehatan) 

1-2 bulan 

8. Pelayanan gerai DPUPRP tidak 
maksimal dengan jumlah kehadiran 
14% saja terhitung dari bulan Juni 
s.d. Oktober 2025 sehingga 
mempengaruhi pelayanan 

Perlu adanya penjadwalan petugas dari 
DPUPRP agar pelayanan di gerai MPP 
dapat berjalan dengan optimal 

1 minggu 
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No. Identifikasi Masalah Usulan Rekomendasi Perbaikan 
Jangka Waktu 
Penyelesaian 

9. Pernikahan yang digelar di MPP 
masih dipungut biaya karena 
dianggap pernikahan di luar KUA 

Perlu adanya solusi dari pihak 
Kementerian Agama untuk menyikapi 
hal ini karena gerai KUA yang ada di 
MPP didasari dengan Nota 
Kesepahaman (MoU) antara 
Kementerian Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi 
dengan Kementerian Agama (termasuk 
beberapa Kementerian lainnya) 
tentang Kerja Sama Penyelenggaraan 
Pelayanan Publik Pada Mal Pelayanan 
Publik dengan Nomor 
119/M.KS.00/2022 dan Nomor 8 Tahun 
2022 yang seharusnya bisa 
memfasilitasi pernikahan yang 
diselenggarakan di MPP agar tidak 
dipungut biaya 

1-2 bulan 

10. Gerai KUA belum memiliki ruangan 
khusus untuk penasihatan 
perkawinan 

Gerai KUA dapat menggunakan 
ruangan di belakang gerai dengan 
menempatkan meja dan kursi sebagai 
pendukung layanan penasihatan 
perkawinan (kedepannya akan 
diupayakan agar ruangan tersebut 
dapat lebih representatif lagi dengan 
menyediakan ruangan tertutup). 

1-2 bulan 

11. Belum adanya insentif tambahan 
untuk petugas pelayanan sebagai 
bentuk penghargaan dalam 
memberikan pelayanan  

- Mengusulkan kepada Tim Anggaran 
Pemerintah Daerah (TAPD) untuk 
menyediakan anggaran 
makanan/minuman bagi petugas gerai 
layanan. 

- Mengusulkan kepada Tim Anggaran 
Pemerintah Daerah (TAPD) untuk 
menyediakan anggaran pakaian 
seragam bagi petugas gerai layanan. 

- Mengusulkan kepada Tim Anggaran 
Pemerintah Daerah (TAPD) untuk 
memberikan insentif tambahan kepada 
petugas gerai layanan 

1-2 bulan 
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LAMPIRAN III 

SALINAN DAFTAR HADIR 
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LAMPIRAN IV 

DOKUMENTASI KEGIATAN 
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